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ABSTRACT

This study is motivated by the low School Participation Rate (SPR) in Early
Childhood Education (ECED) in Kuningan District despite various regulations and
programs that have been issued to support the expansion of access to services.
This condition indicates a gap between policy and practice in the field, so a thorough
analysis is needed to understand the main contributing factors to the low
participation of children in PAUD services. This study used a qualitative approach
with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model, where data were
obtained through in-depth interviews with local education stakeholders, observation
of ECD services, and documentation study of policy and administrative data, then
analyzed thematically according to the CIPP dimensions. The findings reveal that
low APS is influenced by family economic factors, socio-cultural conditions and
community perceptions, limited regional access and service quality, and suboptimal
local policy implementation in raising public awareness and participation in the
importance of PAUD. Based on these results, the study recommends strengthening
cross-sector coordination, increasing funding and data utilization in program
planning, as well as a sustained public campaign to encourage increased APS and
equitable expansion of ECD services in Kuningan District.

Keywords: APS; ECD; Policy of ECD

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kuningan meskipun berbagai
regulasi dan program telah diterbitkan untuk mendukung perluasan akses layanan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di
lapangan, sehingga diperlukan analisis menyeluruh untuk memahami faktor
penyebab utama rendahnya partisipasi anak dalam layanan PAUD. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input,
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Process, Product), di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
pemangku kepentingan pendidikan daerah, observasi layanan PAUD, dan studi
dokumentasi kebijakan serta data administratif, kemudian dianalisis secara tematik
sesuai dimensi CIPP. Temuan penelitan mengungkap bahwa rendahnya APS
dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, kondisi sosial-budaya dan persepsi
masyarakat, keterbatasan akses wilayah dan mutu layanan, serta implementasi
kebijakan daerah yang belum optimal dalam meningkatkan kesadaran dan
partisipasi publik terhadap pentingnya PAUD. Berdasarkan hasil ini, penelitian
merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendanaan dan
pemanfaatan data dalam perencanaan program, serta kampanye publik
berkelanjutan untuk mendorong peningkatan APS dan perluasan layanan PAUD
yang merata di Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci: APS; PAUD,; Kebijakan PAUD

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu yang esensial untuk
menggali dan mengoptimalkan potensi diri dalam rangka membentuk pribadi yang
cerdas dan berdaya saing. Proses pendidikan mencakup pengembangan aspek
pengetahuan, keterampilan, serta sikap melalui berbagai pengalaman belajar yang
bermakna. Education is a transformative journey that nurtures individuals
intellectually and morally, emphasizing the integral link between learning and
personal development (Sofradzija et al., 2021). Salah satu jenjang pendidikan yang
terdapat di Indonesia adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD merupakan
bentuk layanan pendidikan yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang
anak secara optimal sejak masa awal kehidupan. PAUD menyasar anak dari usia 0
hingga 6 tahun, dengan tujuan memberikan stimulasi dan pembinaan melalui
pendekatan pendidikan yang terstruktur guna menunjang kesiapan anak memasuki
jenjang pendidikan selanjutnya, baik dari aspek fisik maupun psikososial
(Kemendikbud, 2014).

PAUD bertujuan untuk memberikan stimulasi fisik, emosional, sosial, dan
intelektual agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Program
PAUD biasanya meliputi kegiatan bermain, pembelajaran, dan interaksi sosial yang
mendukung perkembangan holistik anak. Pasal 31 ayat (1) pada Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan serta pemerintah selalu mengupayakan peningkatan kualitas dan
memastikan akses pendidikan yang adil untuk semua (Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, 2002). Upaya tersebut dikuatkan kembali tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa bertanggung jawab
dalam mengupayakan tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
dengan ketentuan paling sedikit terdapat satu satuan PAUD di setiap desa atau
kelurahan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Lebih lanjut
mekanisme penyelenggaran lembaga PAUD diatur dalam Permendikbudristek yang
menyatakan bahwa Standar Pengelolaan merupakan acuan minimal yang memuat
kriteria terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
oleh Satuan Pendidikan, guna memastikan penyelenggaraan pendidikan
berlangsung secara efisien dan efektif (Mendikbud, 2023).

Namun dari beberapa regulasi yang ada, tidak membuat proses pembelajaran
untuk anak usia dini berjalan dengan semestinya. Masih banyak anak rentan usia 0
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— 8 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Beberapa
faktor yang menjadikan banyak anak usia dini yang belum mendapatkan layanan
pendidikan diantaranya sesuai dengan hasil penelitian dari suharti adalah masih
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya PAUD bagi
perkembangan anak (Suharti, 2018). Perhatian orang dan kesadaran diri yang
kurang tentang pendidikan (Lanawaang & Mesra, 2023). Perhatian orang tua dan
kesadaran diri yang rendah tentang pentingnya pendidikan juga menjadi faktor
penghambat. Ketika orang tua tidak menyadari manfaat PAUD, mereka mungkin
tidak memprioritaskan pendidikan awal untuk anak-anak mereka.

Data nasional menunjukkan bahwa capaian partisipasi PAUD masih
berfluktuasi dan belum merata antar wilayah. Berdasarkan laporan Pusat Data dan
Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun ajaran
2019/2020 (Kemendikbud, 2020) hingga 2020/2021 (Kemendikbud, 2021), Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD di tingkat provinsi menunjukkan variasi yang cukup
signifikan. Beberapa provinsi di Pulau Jawa dan kota besar mencatat tingkat
partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi di luar Jawa, terutama wilayah
dengan karakteristik kependudukan terpencil dan tantangan akses. Perubahan pada
dua tahun tersebut juga menunjukkan bahwa kenaikan partisipasi belum terjadi
secara konsisten, sehingga tidak seluruh daerah mengalami peningkatan
keterserapan layanan PAUD pada periode yang sama.

Ketimpangan ini semakin terlihat ketika data dianalisis berdasarkan kondisi
sosial ekonomi keluarga. Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021-2023
menunjukkan bahwa anak dari kelompok rumah tangga pada kuintil pengeluaran
tertinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengikuti PAUD dibandingkan
kuintil terbawah. Dengan kata lain, akses terhadap layanan PAUD masih
berhubungan langsung dengan kemampuan ekonomi keluarga. Anak-anak dari
keluarga miskin dan rentan tercatat lebih jarang terdaftar di lembaga PAUD,
sehingga program perluasan akses belum sepenuhnya menyentuh kelompok
sasaran prioritas ((BPS), 2023). Selain kesenjangan antarwilayah dan ekonomi, data
BPS juga merekam variasi capaian APK antardaerah selama tiga tahun terakhir.
Meskipun terdapat tren peningkatan di beberapa provinsi tertentu, wilayah dengan
keterbatasan jaringan layanan, minimnya lembaga PAUD, dan kondisi geografis sulit
termasuk wilayah pedesaan dan pinggiran masih menunjukkan tingkat partisipasi
yang rendah. Hal ini memperkuat temuan bahwa pemerataan layanan PAUD tidak
hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan nasional, tetapi juga kemampuan
daerah dalam menyediakan sarana, tenaga pendidik, dan dukungan pembiayaan.

Latar belakang pendidikan orang yang terdekat dengan anak menjadi salah
satu faktor yang mempengaruhi anak tidak tersentuk layanan pendidikan PAUD. Hal
tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Wassahua yang menjelaskan bahwa
rendahnya tingkat pendidikan orang tua berdampak pada minimnya pemahaman
mereka terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka (Wassahua, 2016).
Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua dengan pendidikan yang rendah
cenderung memiliki pemahaman yang kurang tentang pentingnya pendidikan bagi
perkembangan anak, sehingga mereka mungkin tidak mendaftarkan anak mereka
ke PAUD. Selanjutnya penelitian Hakim menjelaskan bahwa pendidikan kepala
rumah tangga yaitu SMP (Hakim, 2020). Orang tua yang tidak mendapatkan
pendidikan yang memadai mungkin kurang menyadari manfaat jangka panjang dari
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PAUD, sehingga anak-anak mereka berisiko tidak mendapatkan stimulasi yang
dibutuhkan sesuai dengan perkembangan anak.

Keterbatasan aksesibilitas dapat menjadi hambatan yang signifikan, sehingga
menurunkan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kondisi
geografis yaitu jauhnya jarak sekolah yang harus ditempuh oleh anak akan
cenderung mengakibatkan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan (Asmara &
Sukadana, 2016). Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah sering kali menjadi
penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Dari sisi pemerintah masih
kurangnya pemerataan dalam pendataan oleh pemerintah setempat dalam
merespons program pendidikan menyebabkan masih banyak masyarakat kurang
mampu yang belum tersentuh atau tidak mendapatkan akses terhadap program
tersebut (Saepuloh & Suherman, 2019). Kurangnya pendataan yang merata dari
pemerintah setempat terkait program pendidikan dapat membuat banyak keluarga
yang kurang mampu tidak mengetahui atau tidak mendapatkan akses ke layanan
pendidikan yang tersedia. Sementara itu peran sekolah juga memegang peranan
yang tak kalah penting dalam membentuk kesiapan anak untuk memasuki dunia
pendidikan formal (Keguruan & Pendidikan, 2017). Peran sekolah dalam
menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi proses belajar sangat
berpengaruh terhadap kesiapan anak untuk belajar dan beradaptasi.

Beberapa peraturan yang ada saat ini untuk memastikan hak setiap warga
layak mendapatkan pendidikan, serta peningkatan kualitas dari satuan PAUD telah
terbit. PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada dasarnya bertujuan
untuk menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memperoleh layanan pendidikan
dasar minimal selama sembilan tahun secara merata dan berkelanjutan. Kaitannya
dengan PP Nomor 47 Tahun 2008, pelayanan PAUD berperan sebagai upaya
preventif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di usia dini, sehingga anak-
anak yang berpartisipasi di PAUD lebih siap untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan
dasar yang diwajibkan oleh kebijakan ini. Serat Permendikbudristek Nomor 18 Tahun
2018 bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan PAUD di
Indonesia. Kebijakan ini mengatur penyediaan layanan PAUD yang holistik dan
terintegrasi, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, serta perlindungan anak.

Melihat berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah pusat maupun
daerah, serta fakta bahwa masih banyak anak usia 0—6 tahun yang belum tersentuh
layanan PAUD secara memadai, tampak jelas adanya kesenjangan antara mandat
kebijakan dengan kondisi partisipasi nyata di lapangan. Kabupaten Kuningan
merupakan salah satu wilayah yang mengalami tantangan tersebut, sebagaimana
terlihat dari capaian APK/APS yang belum menunjukkan peningkatan sejalan
dengan perluasan program PAUD. Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk
menelusuri faktor penyebab rendahnya partisipasi serta memahami bagaimana
kebijakan, implementasi layanan, dan persepsi masyarakat berinteraksi membentuk
realitas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis rendahnya
APS PAUD di Kabupaten Kuningan melalui perspektif berbagai pemangku
kepentingan, mengidentifikasi hambatan struktural maupun sosiokultural yang
dihadapi, serta menawarkan alternatif solusi yang dapat menjadi rujukan perumusan
strategi peningkatan partisipasi anak dalam layanan PAUD. Melalui kajian ini,
diharapkan muncul rekomendasi berbasis bukti yang dapat memperkuat arah
kebijakan dan praktik penyelenggaraan PAUD di tingkat daerah.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif
bertujuan untuk memahami makna, pandangan, dan perilaku individu dalam konteks
tertentu. Metode ini menekankan pada proses pengumpulan dan penyusunan data
secara sistematis melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data
yang diperoleh kemudian diorganisasikan ke dalam kategori, diuraikan dalam unit-
unit makna, disintesiskan, dan disusun ke dalam pola-pola tertentu hingga
menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun pihak lain
(Saleh, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi program dengan mengacu
pada model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan
oleh Stufflebeam. Model ini mencakup evaluasi formatif dan sumatif untuk menilai
secara menyeluruh konteks, masukan, proses pelaksanaan, serta hasil dari program
yang diteliti (Stufflebeam & Coryn, 2014).

Gambar 1. Komponen dari CIPP

ANALISIS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) RENDAH PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI: PERSPEKTIF, TANTANGAN, DAN
SOLUSI DI KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT

Context
Pengambilan data: Data dianlisis atau
Input Dokumentasi interpretasi
- Wawacara
Process Analisis Dokumen X
Product

Kesimpulan dan
Rekomendasi

Gambar 2. Model evaluasi

Meskipun analisis penelitian ini berlandaskan model evaluasi CIPP, penyajian
temuan tidak mengikuti pemisahan langsung komponen Context, Input, Process, dan
Product, tetapi disusun berdasarkan empat aspek tematik penelitian, yaitu
implementasi kebijakan, persepsi pemangku kepentingan, faktor penentu
keberhasilan, dan efektivitas kebijakan dalam peningkatan APS PAUD. Analisis pada
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peneilitian ini memfokuskan terhadap beberapa kebijakan yang relevan dalam
mengukur APS pada jenjang PAUD.

Kisi-kisi instrumen evaluasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan
kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya Angka
Partisipasi Sekolah (APS) PAUD di Kabupaten Kuningan. Pengembangan instrumen
merujuk pada empat aspek utama, yaitu implementasi kebijakan, efektivitas
kebijakan dalam meningkatkan akses layanan PAUD, persepsi pemangku
kepentingan terhadap kebijakan PAUD, dan faktor penentu keberhasilan yang terkait
dengan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program PAUD. Kisi-kisi
dapat dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No | Aspek Penilaian Indikator Pengukuran Sumber Data

1 Implementasi Pemahaman pemangku Dinas Pendidikan
Kebijakan kepentingan tentang kebijakan

2 | Efektivitas Aksesibilitas layanan PAUD bagi | Dinas Pendidikan
Kebijakan anak usia dini

3 | Persepsi Persepsi mengenai dampak Dinas Pendidikan
Pemangku kebijakan pada anak usia dini
Kepentingan

4 | Faktor Penentu Tingkat kolaborasi antara Dinas Pendidikan
Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah

Seluruh informasi diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendataan, perencanaan, dan
penyelenggaraan layanan PAUD di wilayah tersebut. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan Dinas Pendidikan, serta ditunjang oleh studi
dokumentasi berupa laporan tahunan, data APS, dan dokumen kebijakan daerah
terkait program PAUD. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengkodean awal,
identifikasi kategori, dan pemaknaan temuan sesuai dengan empat aspek evaluasi
yang menjadi fokus kajian. Cara ini memungkinkan peneliti untuk menautkan temuan
lapangan dengan konteks kebijakan dan dinamika implementasi program PAUD di
Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada
layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kuningan. Temuan
diperoleh melalui analisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang menjadi sumber utama penelitian ini.
Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam
pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan di tingkat daerah. Dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
pasal 11 dijelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan, peran pemerintah, dan

tanggung jawab daerah dalam mengembangkan pendidikan (Indonesia, 2003).

1) Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan perluasan layanan PAUD di Kabupaten Kuningan
menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan
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pendidikan anak usia dini yang lebih merata, namun pelaksanaannya masih
menghadapi tantangan yang kuat pada tataran konteks wilayah. Temuan
penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan PAUD yang diturunkan dari pusat
hingga daerah belum sepenuhnya terdistribusi secara seragam ke seluruh
kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sulit melakukan tindakan selanjutnya, karena memang belum adanya
kebijakan dari provinsi maupun kota. Mungkin dari pusat sudah
mengeluarkan peraturan tentang standar pelayanan minimum, namun
belum ada di peraturan Kab. Kuningan” (CWPD., Tny7., Jwb 1)

Pemerintah daerah telah menyusun program pembinaan dan pendampingan
satuan PAUD serta mengalokasikan dukungan layanan sesuai arahan regulasi,
namun capaian pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik
sosial-budaya masyarakat, kesiapan wilayah, dan perbedaan kapasitas lembaga
di tingkat lokal. Faktor Ekonomi menjadi alasan yang paling banyak, karena di
dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, kebutuhan dasar seperti
makanan, tempat tinggal, dan kesehatan seringkali diprioritaskan di atas
pendidikan anak usia dini. Asumsi tersebut karena banyak biaya yang harus
keluar ketika anak masuk dalam lembaga PAUD, seperti biaya pendaftaran,
seragam, buku, dan transportasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara
sebagai berikut:

“Alasan ini menjadi alasan yang paling banyak, karena di dalam keluarga
dengan kondisi ekonomi yang terbatas, kebutuhan dasar seperti makanan,
tempat tinggal, dan kesehatan seringkali diprioritaskan di atas pendidikan
anak usia dini. Asumsi tersebut karena banyak biaya yang harus keluar
ketika anak masuk dalam lembaga PAUD, seperti: biaya pendaftaran,
seragam, buku, dan transportasi” (CWPD., Tny7., Jwb 3).

Kondisi kesehatan juga menjadi faktor penghambat, ada beberapa kasus
dimana anak mengalami kondisi yang memerlukan perhatian khusus (ABK). Hal
tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada beberapa kasus dimana anak mengalami kondisi yang memerlukan
perhatian khusus (ABK). Biasanya anak dengan kondisi ini tidak mau
sekolah karena malu atau menjadi bahan gunjingan” (CWPD., Tny7., Jwb 5)

Informan dalam penelitian ini menegaskan adanya wilayah yang tertinggal
dalam menggerakkan layanan PAUD karena lembaga belum aktif melakukan
jemput bola, dan dalam beberapa kasus pelaksanaan di lapangan berbeda-beda
tergantung kemampuan kecamatan dan lembaga”. Hal tersebut sesuai dengan
hasil wawancara sebagai berikut:

“‘Dalam beberapa kasus, kendala geografis dan infrastruktur yang buruk bisa
menghambat akses ke program ini, terutama di daerah terpencil” (CWPD.,
Tny7., Jwb 2)
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Implementasi kebijakan PAUD di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa
keberhasilannya tidak semata ditentukan oleh isi kebijakan, melainkan sangat
bergantung pada konteks sosial tempat kebijakan tersebut dijalankan.
Approaches in developing countries need to pay particular attention to
establishing social interaction processes between teachers, head-teachers,
principals and education department personnel that positively reinforce the
intended outcomes of the professional development strategy (Thair & Treagust,
2003). Dalam kerangka CIPP, kondisi ini terutama berkaitan dengan aspek
context, di mana perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan persepsi masyarakat
memengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan. Wilayah pedesaan
atau kawasan pinggiran yang belum memandang PAUD sebagai kebutuhan
cenderung memiliki partisipasi lebih rendah meskipun program telah tersedia,
sementara wilayah dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi
menunjukkan pelaksanaan kebijakan yang lebih progresif. Hal ini menegaskan
bahwa implementasi kebijakan PAUD bersifat responsif terhadap konteks lokal
dan baru dapat berjalan efektif ketika didukung oleh kesiapan sosial-budaya
serta kemauan masyarakat untuk mengikutsertakan anak dalam layanan PAUD.

Persepsi Pemangku Kepentingan

Persepsi pemangku kepentingan baik pemerintah daerah maupun
masyarakat menjadi salah satu input utama yang memengaruhi keberhasilan
kebijakan peningkatan APS PAUD di Kabupaten Kuningan. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap terhadap pentingnya PAUD masih
beragam, yang berdampak langsung pada minat orang tua untuk
mengikutsertakan anak dalam layanan pendidikan anak usia dini. Informan
menyampaikan bahwa di sebagian wilayah, orang tua belum melihat PAUD
sebagai kebutuhan mendesak, dan masyarakat masih memandang PAUD
sebagai pilihan tambahan jika waktu dan biaya memungkinkan. Pernyataan
tersebut diperkuat lagi dari persepsi orang tua yang sebagian besar memandang
bahwa PAUD cukup diajarkan oleh keluarga saja. Hal tersebut sesuai dengan
hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagian orang tua mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan anak
usia dini untuk perkembangan kognitif dan sosial anak. Mereka mungkin
melihat pendidikan formal sebagai sesuatu yang dimulai di sekolah dasar.
Orang tua yang memiliki pengalaman pendidikan yang terbatas atau negatif
mungkin kurang percaya pada manfaat PAUD” (CWPD., Tny7., Jwb 4).

Dalam kerangka evaluasi CIPP, unsur persepsi masuk ke dalam komponen
Input, yaitu modal non material yang mempengaruhi kesiapan penerapan
program. Input di sini tidak hanya berupa sumber daya fisik seperti anggaran
atau tenaga pendidik, tetapi juga mencakup modal sosial berupa pengetahuan,
sikap, dan nilai masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. Kondisi ini
mengakibatkan minimnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk
pengembangan layanan PAUD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara
sebagai berikut:
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“Tidak ada anggaran khusus untuk penanganan APS ini, mungkin karena
memang belum ada regulasi yang jelas ya” (CWPD., Tny9., Jwb 1)

Penting juga bagi Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan untuk melibatkan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan orang tua dalam proses pendidikan
anak usia dini. Pengetahuan pentingnya PAUD akan mendukung partisipasi
anak dalam pendidikan ini. Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan perlu
menciptakan program sosialisasi yang menjelaskan manfaat PAUD dan
bagaimana peraturan yang ada mendukung pendidikan anak. Namun dengan
alokasi anggaran yang sangat minim, Dinas Pendidikan tetap berupaya
melakukan kampanye tentang pentingnya PAUD dengan cara mengikuti
program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Hal tersebut sesuai
dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ketika SKPD ini melakukan kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya
yang revelan dengan pendekatan ke masyarakat, maka kami akan
mengajukan diri untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut” (CWPD., Tny9.,
Jwb 2)

“‘Fokus terhadap sosialisasi baik dari pentingnya PAUD sampai dengan
proses pembelajaran. Untuk LMS saat ini belum ada” (CWPD., Tny11., Jwb

1)

“Peningkatan Sosialisasi dan Informasi Dinas melakukan kampanye
kesadaran tentang pentingnya PAUD melalui media masa, media sosial, dan
kegiatan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat”
(CWPD., Tny13., Jwb 1)

Dengan demikian, pembacaan persepsi melalui kerangka Input
memperlihatkan bahwa tantangan peningkatan APS PAUD di Kabupaten
Kuningan tidak semata-mata berasal dari hambatan struktural, tetapi juga dari
kesiapan psikologis dan sosial masyarakat dalam memaknai PAUD sebagai
kebutuhan. Melalui kampanye dan program yang lebih terstruktur, orang tua
akan lebih memahami peran PAUD dalam perkembangan anak mereka.
Behavioral effects were significantly larger for interventions that begin with
infant/toddlers or with preschoolers than for interventions that begin with children
across the full age range (Nores & Barnett, 2010). Pendidikan yang baik di usia
dini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi
masyarakat dan bangsa. Sehingga hal ini akan mendorong mereka untuk lebih
aktif berpartisipasi dalam proses pendidikan dan perkembangan anak di rumah,
menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan non-formal. Jika lingkungan
sosial belum memandang PAUD sebagai sesuatu yang penting, niat perilaku
untuk berpartisipasi menjadi rendah, terlepas dari ketersediaan program.
Temuan Kuningan mendukung pola ini: intervensi struktural sudah ada, tetapi
niat perilaku masyarakat belum terbangun kuat.

3) Faktor Penentu Keberhasilan
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Faktor penentu keberhasilan peningkatan APS PAUD di Kabupaten
Kuningan tampak dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya serta mekanisme
pelaksanaan program di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
kapasitas input dalam bentuk tenaga pendidik, dukungan anggaran, sarana
layanan PAUD, dan koordinasi antar unit pemerintah belum sepenuhnya
memadai untuk menjawab kebutuhan wilayah yang luas dan beragam. Kesiapan
Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan untuk mengimplementasikan kedua
peraturan ini sangat bergantung pada komitmen dan kepemimpinan di tingkat
daerah. Dinas Pendidikan harus mampu mengadaptasi kebijakan nasional
menjadi program yang relevan dan aplikatif di wilayah mereka. Saat ini untuk
kebijakan ada Peraturan Bupati Kuningan (Perbup) No 63 Tahun 2022 yang
mewajibkan anak yang masuk kategori PAUD untuk mengikuti program PAUD
selama satu tahun sebelum masuk ke SD. Hal tersebut sesuai dengan hasil
wawancara sebagai berikut:

“Ya untuk kebijakan ada Peraturan Bupati Kuningan No 63 Tahun 2022 yang
mewajibkan anak yang masuk kategori PAUD untuk mengikuti program
PAUD selama satu tahun sebelum masuk ke SD. Kebijakan ini bertujuan
untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang
kuat sejak dini” (CWPD., Tny5., Jwb 1).

Kesiapan Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan untuk mengintegrasikan
PAUD dalam kebijakan pendidikan bisa menjadi kunci untuk merespons
perbaikan infrastruktur dan kualitas layanan PAUD yang diinginkan oleh kedua
peraturan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai
berikut:

“‘Penguatan sumber daya dan fasilitas Menyediakan fasilitas belajar yang
memadai, seperti ruang kelas dan media pembelajaran yang relevan”
(CWPD., Tny13., Jwb 2)

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan
pendidikan dasar yang kuat sejak dini. Dengan pendekatan yang terencana dan
kolaboratif, Dinas Pendidikan memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi
pendidikan yang komprehensif, yang dimulai dari pendidikan anak usia dini
hingga pendidikan seterusnya.

Dalam kerangka CIPP, pola ini memperjelas kaitan langsung antara input
dan process sebagai penentu keluaran program. Jika input kebijakan hanya
terbatas pada penyediaan layanan dasar tanpa diiringi pelaksanaan yang
responsif, maka dampaknya terhadap APS akan minim. Sebaliknya, input yang
kuat dalam bentuk pendanaan, SDM, dan dukungan kelembagaan
memungkinkan proses yang lebih intensif, termasuk penguatan komunikasi
dengan masyarakat dan penjangkauan wilayah sulit akses. Temuan ini sejalan
dengan teori governance dan implementasi pendidikan, yang menegaskan
bahwa keberhasilan layanan publik, termasuk PAUD, ditentukan oleh kualitas
kolaborasi antarpemerintah, penerima manfaat, dan pihak pendukung (Ansell &
Gash, 2008).
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Dalam konteks Kuningan, kolaborasi ini belum berjalan optimal, sehingga
beban implementasi sebagian besar berada di Dinas Pendidikan. Minimnya
kemitraan desa dan sektor sosial lainnya menjadi faktor pembatas dalam proses
peningkatan APS. Dengan demikian, faktor penentu keberhasilan bukan hanya
berkaitan dengan tersedianya kebijakan atau lembaga layanan, tetapi juga
sejauh mana aktor-aktor pendukung bersinergi dan melibatkan diri dalam
penyelenggaraan PAUD. Kombinasi input yang memadai dan proses
implementasi yang konsisten merupakan prasyarat penting untuk mendorong
peningkatan APS secara signifikan.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan
masyarakat dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas. Pemerintah
dapat lebih memfokuskan sumber daya dan anggaran untuk meningkatkan
infrastruktur PAUD di daerah-daerah yang kurang terlayani. Duncan
menjelaskan hasil penelitiannya yaitu suggests the need to track rates of poverty
among children—especially deep poverty occurring early in childhood—to inform
policy discussions regarding children’s well-being (Duncan et al., 2012).
Penyataan tersebut diartikan bah diperlukan diedentifikasi tentang tingkat
kemiskinan dari setiap anak. Data ini diperlukan kolaborasi dari berbagai elemen
peraturan baik dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial.

Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan peningkatan layanan PAUD di Kabupaten Kuningan
saat ini masih belum menunjukkan capaian hasil yang signifikan jika diukur dari
tingkat partisipasi anak. Berdasarkan hasil wawancara dan koordinasi dengan
Kemdikbudristek dan Dinas Pendidikan di wilayah Jawa Barat kabupaten
Kuningan beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan
angka partisipasi sekolah anak usia dini diantaranya adalah dengan data yang
dimiliki. Data yang digunakan menggunakan beberapa data diantanya adalah
data desa, data pembina, dengan data yang ada di Data Pokok Pendidikan
(Dapodik). Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan sulit melakukan identifikasi
dari data yang didapatkan, harapannya adalah bila data tersebut sama maka
intervensi yang dilakukan bisa dilakukan secara cepat. Namun kondisi yang
terjadi adalah data yang didapatkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan
terkadang berbeda dari beberapa sumber. Sehingga kondisi ini membuat Dinas
Pendidikan kabupaten Kuningan masih dalam tahapan melakukan indentifkasi
data kembali, belum dalam tahapan intervensi. Hal tersebut sesuai dengan hasil
wawancara sebagai berikut:

‘Di kami ada pembina PAUD di kab Kuningan. Untuk data ini kami
mendaptkan sumber dari beberapa pihak, diantaranya adalah data desa,
data pembina, dengan data yang ada di Dapodik. Data-data ini mungkin saja
masih banyak perbedaan, dan perbedaan ini yang perlu dilakukan
pengecekan secara mendalam” (CWPD., Tny1., Jwb 1)

“‘Namun bila ada perbedaan data ini, kami perlu identifikasi lagi dengan data
yang ada di lapangan” (CWPD., Tny1., Jwb 2)

Dalam kerangka CIPP, efektivitas merupakan pencerminan Product, yakni
sejauh mana hasil program selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam

134


http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady

AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak

Homepage: www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/awlady
P-ISSN: 2541-4658 E-ISSN: 2528-7427

Vol. 11, No 2 September (2025)

konteks PAUD, indikator keberhasilan bukan hanya tersedianya layanan, tetapi
meningkatnya keterjangkauan dan keterlibatan anak dalam layanan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian ini masih belum terpenuhi secara
merata. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan
keluaran nyata dalam bentuk peningkatan partisipasi anak. Persepsi orang tua
untuk pendidikan menjadi salah satu faktor yang menghambat. Sebagian orang
tua mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini untuk
perkembangan kognitif dan sosial anak. Orang tua mungkin melihat pendidikan
formal sebagai sesuatu yang dimulai di sekolah dasar. Orang tua yang memiliki
pengalaman pendidikan yang terbatas atau negatif mungkin kurang percaya
pada manfaat PAUD. Bahkan ada yang dulunya tidak sekolah dianggap cukup,
sehingga anaknya juga dirasa tidak perlu masuk jenjang PAUD.

Untuk mendukung semua faktor ini, Dinas Pendidikan kabupaten Kuningan
perlu memiliki alokasi anggaran. Upaya tersebut sebagai bentuk perencanaan
peningkatan APS pada jenjang PAUD. Hal tersebut sesuai dengan hasil
wawancara sebagai berikut:

‘Dinas perlu mengalokasikan dana melalu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)” (CWPD., Tny13., Jwb 6)

“‘Peningkatan APS ini merupakan unsur dari multistakeholder, sehingga
perlu melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua,
dan komunitas untuk mendukung program ini” (CWPD., Tny13., Jwb 5)

“‘Menyelenggarakan pelatihan dan workshop berkala untuk meningkatkan
kompetensi guru PAUD dalam mengajar” (CWPD., Tny13., Jwb 3)

Keterbatasan efektivitas ini tidak terlepas dari dinamika Process yang masih
beragam antarwilayah. Pada beberapa kecamatan, strategi implementasi
berjalan aktif melalui sosialisasi dan penjangkauan; di tempat lain, pelaksanaan
kebijakan lebih bersifat administratif dan pasif. Perbedaan niat dan kapasitas
pelaksanaan ini berkontribusi pada keluaran program yang tidak setara. Secara
evaluatif, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan
oleh keberadaan program, tetapi oleh cara program tersebut dijalankan dan
konteks penerapannya.

Jika kebijakan PAUD berjalan efektif dan APS meningkat, anak-anak akan
memperoleh akses terhadap stimulasi pendidikan yang konsisten dan sesuai
dengan kebutuhan perkembangan usia dini. Hal ini sejalan dengan pernyataan
dari Barnett yang menjelaskaan bahwa Preschool programs available improve
cognitive development (Barnett & Belfield, 2006). Penelitian ini menunjukkan
bahwa pengalaman belajar di usia dini dapat mempengaruhi prestasi akademis
dan kemampuan sosial anak di masa depan. Dengan mengintegrasikan PAUD
sebagai bagian dari wajib belajar, kita bisa memastikan bahwa setiap anak
mendapatkan stimulasi yang tepat dan merata.Dengan demikian, efektivitas
kebijakan PAUD seharusnya berimplikasi langsung pada hasil perkembangan
anak, bukan hanya pada peningkatan angka pendaftaran.

Untuk memperkuat hasil yang diinginkan dari pengembangan professional
dalam pengembangan mutu pendidikan jenjang PAUD, diperlukan kolaborasi
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baik dari pimpinan sekolah, guru, dan unsur lain yang terlibat. Diharapkan
dengan meningkatnya profesional guru dalam mengajar maka akan berdampak
pada meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dengan begitu
akan dapat menciptakan lulusan yang baik dan berkualitas (Sa’'diyah, 2023).
Keberhasilan kebijakan PAUD bukan hanya soal administrasi layanan, tetapi
memastikan setiap anak memperoleh hak perkembangan optimal melalui
pengalaman belajar yang kaya. Dengan demikian, rendahnya efektivitas
kebijakan di Kabupaten Kuningan tidak hanya berdampak pada capaian kinerja
pemerintah daerah, tetapi juga pada hilangnya kesempatan perkembangan
penting bagi anak usia dini yang belum berpartisipasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya (APS) Pendidikan Anak Usia
Dini di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait.
Selain kondisi ekonomi keluarga dan persepsi masyarakat terhadap urgensi PAUD,
keterbatasan akses layanan, variasi kualitas lembaga, serta pelaksanaan kebijakan
daerah yang belum sepenuhnya optimal turut memperkuat rendahnya partisipasi
anak usia dini. Perspektif pemangku kepentingan pendidikan menggambarkan
bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan layanan dan mendorong
peningkatan partisipasi melalui berbagai program, namun pelaksanaan di lapangan
masih menghadapi hambatan koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan jangkauan
intervensi yang belum merata terutama pada kelompok sasaran rentan. Berdasarkan
temuan tersebut, peningkatan APS PAUD di Kabupaten Kuningan memerlukan
langkah strategis berupa penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data
dalam perencanaan program, perluasan dukungan pembiayaan, serta kampanye
berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
PAUD. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga
memastikan mutu dan keberlanjutan layanan PAUD di daerah.
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